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TENTANG
PAJAK MINERAL BUI{AN. LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWTI,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat {2) Undang-Undang Nomor 28 Talum 2009
Logam dan Batuan merupakan kewenangan Kabopaten/Kota;

bahwa dengan terbenhiknya Kabupaten Mealawi dan Kabupaten Sekadate df
Propmen Kalimsmtan Barat berdasarkem Undang-Undang Nomor 34 Talnm
2XB, maka perlu adanya munber pendapatm daerah guna merwoang
Mineral Buken Logam dan Bahzan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perle membentuk Peraturan Daerah fentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batzan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196) terttemyg Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomer 104, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013);

Undang-Undang Momer 11 Tahun 1967 tentang Ketentusn-Ketentuan
Pokok Pertambangen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 22, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2831);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1581 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umnm dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 1983
Nomer 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) schagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapen Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketenttuan
Umnm dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4999);

Undang-Undang, Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 1997 WNomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366}
sebagaimana telah dinbah: dengan Undang-Undang Nomeor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahupn 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Irdonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang,_ ..
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Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2003 tentang FPembentukan
Kabupaten Melaws dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Megara Republik indonesia Taltmn 2003 MNomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339%;

Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaun dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4421};

Dndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang FPemerintzhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomwor #437)
sebagaimana telah diubah beberapz kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kruangan
antara Pemerintah Pugat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2003 MNomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemoer 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peratgran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrahk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kevangar
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemetintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4737);

18, Peraturan. ..




18. Peraturan Pemerintah Nomior 91 Tahun 2010 tentang Jeris Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atan Dibayar
Gendiri Cleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Momor 5175}, :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERW A (ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAW]
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAMN DAN BATUAN

_ BAH I
KETENTUAN TIMEIM
Pasal1l

Dalam Peraturan Daerah ind yang dimaksud dengan :

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Melawl.

Pernerintalt Daerah adalah Bupatt beseria perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. '

3, Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangmdangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau; modal yang merupakan kesatwan baik yang
melakukan usaha maupan yang tidok melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
persercan komanditer, perseroan lairmya, Badan Usaha Miiik Negara atan Draerah dengan
hama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensmin, persekutuan,
perkumpulan, yayasanh, Organisasi mdssa, organisasi sosial politik, atan organisasi yang
gejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
birkan logam dan batzan, baik dari cwmber alam di dalam dan/atan permuksan bumi
uniuk dimanfaatkan.

Mineral bukan Logeam dan Batzan adalah mineral bukan logam dan batusn sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Surat Pemberitahuan Pajak Daersh, yang selanjuinya disingkat SPTPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang
terutang mermrut peratuzan perundangundarigan perpajalkan

Surat Tanda Setoran yang selarjutnya disingkat STS digumakan untuk menyetor pungutan

pajak daerah yang digunakan ofeh Beridahara Penerimaan/Bendshara Penerimaan -.

Pembantu ke Kas U Daerah.

10. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor

pungutan pajak daerah dari pembayar/ penyetor / pihak ketiga ke Bendahara penerimaan.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutriya disingkat SKPD adalah surat keputusan

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

12. Surat...

2

FRIPESRERIE, T8



a

12, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumnlah kredit
pejak, jumlah kekurangan pembayaren pokok pajak, besarnya ganksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayaz.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambohan, yang selanjutnya disingkat SKEDKBT
adalah surat yang menentukan tarmbahan atas jemlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapkan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutmya disingkat SKFDLE, adalah surat
keptitusan yang menentuken jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlsh kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang ataw tidek seharusmiya terutang,

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
keputusan yang mementukan fumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dar: tidak ada kredit pajak.

16. Surat Tagihan Fajak Daerah, yang selanjdtnya disingkat STPD, adaiah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Keputusan Kebcratan adalah surat keputwsan atas keberatan terhadap Surat
pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atan terhadap
pemotongan atau permungtilan oleh pihak ketiga yang diajukan cleh Wajil> Pajak.

18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak ates banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

14, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumputkan data atau informasi yang mieliputi keadaan harta, kewajiban atau utang,
snodal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perclehan dan penyerahan barang atau
jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhituryran ragl
lala.

20. Laporan adalah dokumen yang merupakan kumpulan data dan informasi tentang
penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam bentuk surat, tabel dan softcopy.

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk muncari, mengumpulkan dan mengelah
data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenvhan
perpajakan daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerzh adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukt yang buki itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakkan Daerah vang tefjadi serta menemukan tersangkanya.

BAE 11
NAMA, K OBYEK, SUB\TEI‘Zi DANWAIJIB PAJAK
Panal 2

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan
pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan.

(2) Obyek pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Mineral Bukan [.ogam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

asbes:

batu tulis;

batu sctengah permata;

batis kapur;

bata apung;

batu permata;

bentonit;

dolomit;

feldspar;
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garam batu (nakile};
grafit;

granit/andesil;

gips;

kalsit;

kaalin;

leuzit;

maghesit;

mika;

martnet;

nitrat;

opsidien;

oker;

. pasir dan kerikil;
pasir knarsa:

petlit;

phospat;

aa. talk;

bb, tanah serap (ldlevs earth);
or, tanah diatorne;

dd. tanah Hat;

ee. tawas (alun);

ff. tras;

g yarosif;

hh. zeohi;

if. basal;

ji- trakdkit; dan

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Dikecuslikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dadam
Pasal 2 adalah ;

a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-myata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tansh untuk keperluan
rumah tangga, pemancangan tiany Listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,

. pemanaman pipa ait/ gas;

b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merypakan ikatan dari
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atan badan yang dapat
mengarmbil hMineral Bukan Logam dan Batuan.

() Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan vang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAE 11
DASAR PENGENAAN DAN TARTF PATAK
Pasal 5

{1) Dasar Pengenaan tarif Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam Dan
Batuan.

{2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tomase hasil pengambilan dengan nilai pasar aten harga standar masing-masing
jenis Minersl Bukan Logam dan Batuan. '

{3} Nilai...
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(2} adalah harga rata-Tata yang berlake di

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
Bupati.

Jokasi setempat di wilayah daerah yang dJitetapkan dengan Keputusan

(4) Dalam hal rilai pasar dari hasil produkst Mi.neral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang dalam bidang pertamnbangan Mineral Bukan Logarn dan Batnan.

Pasal b

Besarnya tarif pajak ditetapka: 15% (lima belas persen).:

BAB TV
W1 AYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHTITUNGAN FAJAK
Pasal 7

(1) Besarnya pokok pajak yang teruteng dihitung dengan cara mengalikan Terif Pajak

sebagaimana Jimaksud alam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Fajak sehagaimana
dimnaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

{2) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pengambilan Mineral Bukan
Logam den Batuan. '

BARV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 {satu) bulan kalender.

Puﬁaiﬂ i

Pajak terytang dalam masa pajak terjadi pada saa¥ kegiatan pengambian Mineral Bukan Logam

dan Batwan.
Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTFD.

{2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oteh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus disampatkan kepada Pejabat yang
berwenung pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (twjuh) hari seiclah
berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPIPD akan diatur ebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI 3
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK |
Pasat 11 !

(3} Pemungutan Pajak dilarang diboronghkan.
(2) Waijib Pajak yang memenubd kewajiban perpajakan s
SPTPD, SKPDKE dan/ atau SKPDKBT.

endiri dibayar dengan menggunakaﬁ

Fasalil2

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1T ayat (2) digunakan oleh Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terufang.

o m—— e 1
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Pasa} 13

(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tabun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
a. SKEPDEKE;
b. SKPDKBT;
c. SKFPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang teratang tidak atau
kurang dibayzar;

b. jika SPIPD tidak disampaikan kepada Psjabat yang berwenang pada bidang perpajakan
daerah dalam jangka waktu tertentu: dan setelzh ditegur secara fertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagafmana ditentukan dalam surat teguran;

¢. apabila kewajiban mengisi SFTPD tdak dipernthi, pajak yang teruiang dihitung sccara
jabalan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 25% (dua puluh
lima persen) dexi pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2% {dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau kerlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua pulut empat) bulan dihitung sejak saat terntangnya pajak.

(3} SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b diterbitkan apabila diternuzkan data
baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penrambahan jusiah
pajak yang terutang, akan Jikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut,

(4) SKPDN sebagairnana dimaksud padla ayat (1) hurnf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dingan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

* (5} Apabila kewajiban metnbayar pajak lerufang dalam SKPDEB dan SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf } tidak atan tidak sepenthnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditarrbah dengan
sanksi adpouimistrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

{6} Penambahan jumlah pejak yang terutang sebagaimana Jimaksud pada ayat (3} tidak
dikenakan apabila wajib pajak meleporkan sendiri sebelum  dilekukan tindakan
pemeriksaan. :

Pasal 14

{1} Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKE dan SKPDKBT scbagaimana dimaksud dalamn Fasal
11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih Tanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SFTPD, SKPDKEB
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasalls

(1) Bupatt dapat menerbitkarn STPD jika:
a. pajak dalam tahun betjalan tidak atau bkyrang di bayar;
b. dari hasil penelidan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung; _
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi adnuinistratif berupa bunga dan/ateu denda.

(2) Jumiah kekurangan pajok yang terufang dakizn STPD ditambah dengan sanksi administratif

berupa 2% {dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terniang pajak.

(3) SKPD yany tidak atau kurang di bayar setelah jatuh terapo pemnbayaran dikenakan sanksi
administratit berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagth melalui STPD.

BABVIL...




BAB V]I
TATA CARA PEMBAYARAN IDAN PENAGIHANM PAJAK
Pasal 16

(1) Pambayaren pajak harus dilakukan sekaligusiatau hunas.

(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeforan pajak };ang terutang
paling lama 30 (tiga prh) harl kerja setelah saat tematangnya pajak,

(3) SKFDKB, SKPDKET, &'.. 1, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yan< menyebabkan jumlah pejek yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penar:wan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tangg:* diterbitkan. :

(4) Bupati atas permuhonat. *Wajib Pajak setelah memenwhi persyaratan yang ditentnkan dapat
memberikan persetujias  kepada Wajib iPajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga scbesar 2% {dua persen} sebulan.

(5) Ketenluan Jebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.

Fasgal 17

(1) Pajak vang terutang berdasarkan SKFD, SKPDKB, SKPDKBT, STFD, Surat Keputusan
Pembetularn, Surat Keputusan Keberatan dan Pumsan Banding yang tidak stau kurang di
bayar olch Wajib Pajak pada waktunya dapat dapat ditagih dengan Sural Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 18

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan penghapusan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapussn pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan distur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupah.

BABTX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 19

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala daerah dapat membetuikan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitanmya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atan kekeliman penerapan
ketentizan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat: :

a menpurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terntang merurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersetrut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan-
karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SEPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLE yang tidak benar; '

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanskan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata carayang ditentukar; dan

-d. mengurangkan ketetepan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertenin obyek pajak.

{3} Permohonan. ..
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{3) Permohonan pembetulan, permbatalan, pengurangen keletapan dan penghapusan atau
pengurangzn sanksi administrasi atas SKPD, SKPDEB, SKPDKET, dan S5TPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} harus disampaikan secara ternulis oleh Wajib> Pajak kepada Dupati,
atan pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga 'puluh) hari sejak tenggal diteroma SKFD,
SKPDKB, SKFDKBF atan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. :

{4} Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak suzat permchonan sebagaimwena
dimaksud pada ayat () ditertma sudah harus memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sehagaimana dirnaksud pada ayat (3} Bupati atau
Pejabat idak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi acmindstrasi dianggap dikabulkan.

BAE X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal ™}

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hamya kepada Bupati atan Pejabat yang ditunjuk
atas suatu:

SPTT;

SEKTT:

SKPDEE;

SKPDKBT:

SKPDN; ,

Potongan atau pemmngutsan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perumdang-

undagan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} harus disampaikan secara
terhilis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang, jelas paling lama 3 (tiga) bulan
sejak anggal SKPD, AKPDKB, SKPDKET, SI‘;CF'DLE dan SKPDHN diteritma oleh wajib pajak
kecusli apabila Wafib Pajak dapat mengajirkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
diperuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetajui Wajib Pajak.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2,
ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap ‘sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(5) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(6} Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menclak, atau menambah besarnva pajak yang terutang,

(7} Apabila satelah lewat wakte 12 {dua belas) 'bulan sebagaimana dimzksud pada ayat (3)
Bupati atau Pejabat tidak memberikan keéputusan, permchonan keberatan dianggap
dikabulkan,

(8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksdd pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

P ORO R

Pasal 21
{1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
() Permohonan banding sebagaimana dimaksdd pada ayat (1) digjukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alesan yang jelas dalam jangka waktu 3{tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

{3} Pengajuan permohonan banding mmangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sefak tangpal penerbitan Putiesan Banding.

Pasal 22...




i ol Ko

e i e b Eoc ot

Pasal 22

{1) Apabila pengajuan keberatan sebaga:.mam dimnaksud Pasal 24 atau banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atan seluyruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembealikan dengan tarnbahan imbalan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 {dua puluh empat) bizlan.

(2) Imbalar bunga seb.. :imana dimaksud pada ayat (1) dthihng sejak bulan pelunasan
sampai dengan diter’ karmya SKPDLE.

Pasal: 23

‘(1) Dalam hal keberatan ‘Wajib Pajak ditolak atan dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai

sanksl admiristratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputnsan keberatan riikuramgl dengan pajak vang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

{2) Dalam hal Wajib Fajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratf berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persem);sebageimana dimaksud pada ayat (1) tidak

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai
sanksi administrafif bernpa denda sebesar 100% (seraius persen} dari jumiah pajak
berdasarkan Putusan Danding dikurangi dengan pembayaran pajek vang telah dibeyar
sebelum mengajukan keleratan.

BABRIXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 24

" (1} Wajib Pajak dapat mengajukan pennohcnaﬁ pengembalian kelebikan pembayaran pajak

kepada Bupah atau Pejabat secara tertulis dengan meryebutkan sekurang-kurangniya :
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. masa pajak; !
¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas,

{2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu pa]mg lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksued pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui Bupati atau Pejabat
tidak memberikan keputusan, perm&honan pengenmtbralian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLBE harus d1terb1tkan dalam jangka waktu paling lama 1
{satu) bulan.

(4} Apabila Wajib Pajdk mempunyai utang pa}ak lainnya, kelebthan pembavaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahula utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak : dﬂakukan dalam waktn paling lama 2 {dua)
bufan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKT ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)

bular sejak diterbitknnya SKPDILB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebufan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25
Apabila kelebthan pembayaran pajak  diperhitngkan dengan utang pejek  lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat i{4), pembayararmya dilakukan dengan cara
pemitidah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran,

BAB XII...

.

———— -
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BAB XII
KEDALUWARSA,
Pasali26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnyalpajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindakan pidana di bidang perpajakan daerah:

(2} Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana d._leﬂksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Fajak baik langsung maupun tidak langsung.

(%) Datam hai diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung, sqdk tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

{4) Pengakuan wteng Fajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pejak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerdh.

(5) Pengakuan utang secara Hdak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran aiau perundaan pembayaran dan
parmohonan keberatan oleh Wejib Pajak.

Pasaliz?

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. ;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapus:'m Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

{3) Tata cara penghapusan piutang pajak vang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupali. ;

BAB XIII
FEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pas:tlliﬂ

{1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 {Tiga
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atan pencatatan.

{2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tate cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada a_t,relt (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tasal29

(1} Bupati berwenang melakukan pemerikagan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rapgka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2} Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/alau meminjamian buku atau catatan, dokumen yang meryjadi
dasarnya dan dokumen lain yung berhubungan dengan obyek pajak yang terntang:

b. memberikan desempatan untuk memasuki tempat atan ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢, memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUT AN
Pasal 30

{1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kineta tertentu.

{?) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belamja Daerah. :

{3) Tata...

————



(3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insenfif sehagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur
denyan Peraturan Bupatl '

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukin kepada pihak lain segala sesuatu yong
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaarmya  untuk menjalankan ketentuan  pevaturan perundang-undangan
perpajakan daerah. :

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayut (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
diturjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanzan ketenfuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

{3} Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahif yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan;

b, Pejabat dan/ateu tenaga ahli yamg ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negera atau msmngi Pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepenlingan Daerah, Kepala daefah berwenang memberi izan tertulis kepada
pejabat sebagaimana diamksud pada ayat (1) den tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatian bukt tertulis dari atau
tentanyg Wajib Pajak lepada pihak yang ditunjuk.

{5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan hakim sesuai dengan Flukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Kepala Daerah dapat memberi izan tertulis lepada pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dithaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
meraperlihatkan bukii tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintan hakim sebagaimana dimaksad pada ayat {5) harus menyebutkan nama
bersangka atau nama torgugat, keterangan yang diminta setta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersanghutan dengan keterangan yang Jdiminta.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkémgan Pemerintah Daezah diberikan wewenang
Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakat:
dacrah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum
Acara Pidana., '

{?) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah :

a. memerima, mencan, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau aporan berkenaan
dengan tindak pidana & bidang perpdjakan daerzh agar keterangun atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang difakukan sehubungan dengan tmdak pidana

perpajakan daerah tersebut;

¢. menerima keteungan dan barang bukti; dari orang pribadi atau badan, sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-bukn, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang pepajakan daeraty

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bareng bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitasn terhadap barang buki
tersebut;

f. meminta. .

————— mm 4 oamm
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f. memintz bantuan tenaga ahli dalam rangkal pelaksanaan tugas penyidikan findak pidana di
bidang perpajakan daerahy; :

g menyuruh berhent, melarang seseorang menmggalkan ruangan atau tempat pada saal
pemeriksaan sedang berlangsung dan menwriksa identifas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufie;

h, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pecpajaken daeraly;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi; : .

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perh: untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

{3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat! (1) memberitahukan dimmlainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umaum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

(1} Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPT} atau mengisi dengan
tidak benar atan tidak lengkap atau melampirkan keterangun yang tdak benar sehingga
merugikan Kenangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu)
thun dan/atma pidana denda paling banyak 2 {dua} kali jumlah pajak yang terotang.
Mcrugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidena denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang teratang.

(2) Wajib Fajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tdak lengkap atau melampirkan keterangan yang fGdak benar sehingga
merugikan Kenangan Daerah dapat dipidana dengan pidana pergara paling lama 2 {dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah pajak yang terutang,

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2} adalah pelanggaran
Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
dan ayat (2), Hdak ditunlut setelah melampaui jangka wakta 5 (lima) tehun sejak saat
termtangnya pajak atau berakhimya masa pajak.

Pasal 35

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang diturjuk oleh Bupati yang Karena kealpaarmya tidak
memenult kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satw) tahun atau denda paling
banyak Rp.4.000.000,00 {empat juta rapiah). .

(2) Pejsbat afau tenaga ahli yang diturjuk cleh Bupati yang dengan sengaja Hdak memenuhi
kewapbannya atau seseorang yang menyebabkan Hdak dipenuhinya kewajiban Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1} dan ayat (2}, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 {dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). .
(3} Peruntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya
_adalah menyangkut kepentingan pribadi sesgorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena
'itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 36...
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Denda sebagaimana dimaksud delam Pasal 33 dyat (1) dan ayat (2) dan Pasal 35 ayat {1) dan
ayat (2) merupakan penerumaan Nepara.

E " BABXVHI
KETENTUAN PERALTHAN
PASAL 37 -

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5
tahun 2005 tentang Pajak Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XEX
KETENTUAN PENLITUP
Pasal 38

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaari Peraturan Daerah ini yang dipandang belum
cukup diatur, akan diabdr lebih lanjut dalam Peraturan Bupatl.

Pasal 39
Peraturan Dacrah ind mulai berlaka pada Emggai 1 Januari A2

Agar setap crang mengetahuimya, memexsintohikan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Diundangkan di Nanga Pinoh
] ; L 3 Mg 2011
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| | PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
. NOMOR 8 [TAHUN 2011
TENTANG
; PAJAK MINERAL BUKANILOGAM DAN BATUAN

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mendukung perkemh%mgan Otonomd. Daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksansan Pemerintah dan
pernbangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daersh khususrmya pajak, maka
peraturan yang meyvangkut bidang pajak perlu unduk disernpurnakan kembali. '
Sejalan dengan semakin meningkainya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang haslnya semakin
meningkat
- Upaya penyediaan dana dart surrd}er{l-mambﬁr tersebut antara lain dilakekan dengan

peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan
! perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah. '

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pemungutan pajak dasrah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada
masyarakat, sehingga wajib pajak dapat’ dengan mmdah memahami dan mematihi
kewajiban perpajakannya. :

Sebagai pelaksanaan peraluran perundang-undangan perpajakan tersebut,
5 peraturan-peraturan daerah terdahulu tenfang Pujak Mineral Bukan Logam dan Batuan
' periu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerab.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL |
Pasall
Cukup jelas
Pasal 2
Culkup jelas
| | Pasal 3
i Cukup jelas

! Pasal 4
! Cukup jelas

Pasal 5

Cuknp jelas
Pasal 6
f Cukup jelas
3 Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

[T S—

Fasal 10...
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Pasal 10 i
Cukupielas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Culkarp jela
Pasal 13
Ayat (2)
Huruf ¢ :
Yang dimeks:+.1 dengan penetapun fajak secara jabatan adalah penetapan besarrrya
pajek yang mtang yang dilakulan cleh Bupatl atau Pejabat yang diturjuk
berdusarkan -lat yang ada atau keterangan lain yang doroliki oleh Bupati atau
Pejabat yany -litunjuk.
Pasal 14 _
Cukup jelas i
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Curkup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18 '
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (2) huruf b :
Bupati karena jabatarmya dan berlandaskan unsur keadilfen dapat mengurangkan
atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misainya Wajib Pajak yang
ditolak pengpjuan kebenararmyd karena tidak memenuhi pergyaratan
formal/mewakili surat keberatan Hdak ada waktunya/meskipun persyaratan
materil terpenuhi.

Pasal 20

Cukup jelas
Tasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas !
Pasal 26 :
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan pajuk ditetapkan untuk memberikan kepastian
hukum kepada pihak terutang pajakitersebut tidaklah dapat ditagih kembals.
Ayat (2} :
Dalam hal disebutkan surat tegurﬁ'm dan surat paksa kedaluwarsa penagihan
terhitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
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Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pagal 29
Cukup jelas

Fasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Penyidik tindak pidana bidang' perpajakan daerah dilaksanaken menurut
ketentuan yang diatur dalam Undlang-Undang Nomor 8 Takun 1981 tenitang
Huknm Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaanmya.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33

_ Ayat (1) i

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atag
kurang mengindahkan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian Keuangan
Daerah.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35 !
Cukup jelas
Pagal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup felas
Fasal 39
Cuicup jelas
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